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PERMOHONAN PATEN 534
Bagian Kesatu A 15
Syarat dan Tata Cara Permohonan =¢ 874 2 Ax}t
Pasal 24 A 24%
(1) Paten diberikan berdasarkan | (1) 53l 98 <AR 319
Permohonan. FolHlt
(2) Permohonan sebagaimana (2) A1 &9 =40 =
dimaksud pada ayat (1) diajukan & £ 2L tjg]elo] Q1= yAjolo] =
oleh Pemohon atau Kuasanya 2bg o] AH o R AAsta 4
kepada Menteri secara tertulis TEE JEH
dalam Bahasa Indonesia dengan
membayar biaya.
(3) Setiap Permohonan diajukan | (3) Z} &9 3s}vje] &y =
untuk satu Invensi atau T AT IH G- E 2 e &
beberapa Invensi yang T ol thate] A1 g
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merupakan satu kesatuan
Invensi yang saling berkaitan.
(4) Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan baik secara elektronik
maupun nonelektronik.

Pasal 25
(1) Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, paling
sedikit memuat:

a. Tanggal, bulan, dan tahun
surat Permohonan;

b. nama, alamat lengkap, dan
kewarganegaraan Inventor;

c. nama, alamat lengkap, dan
kewarganegaraan Pemohon
dalam hal Pemohon adalah
bukan badan hukum;

d. nama dan alamat lengkap
Pemohon dalam hal Pemohon
adalah badan hukum;

e. nama, dan alamat lengkap
Kuasa dalam hal Permohonan
diajukan melalut Kuasa; dan

f. nama negara dan Tanggal
Penerimaan Permohonan
yang pertama kali dalam hal
Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas.

(2) Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri persyaratan:
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a. judul Invensi;

b. deskripsi tentang Invensi;

c. klaim atau beberapa klaim
Invensi;

d. abstrak Invensi;

e. gambar yang disebutkan
dalam deskripsi yang
diperlukan untuk
memperjelas Invensi, jika
Permohonan dilampiri dengan
gambar;

f. surat kuasa dalam hal
Permohonan diajukan melalui
Kuasa;

g. surat pernyataan
kepemilikan Invensi oleh
Inventor;

h. surat pengalihan hak
kepemilikan Invensi dalam
hal Permohonan diajukan
oleh Pemohon yang bukan
Inventor; dan

1. surat bukti penyimpanan
jasad renik dalam hal
Permohonan terkait dengan
jasad renik.

(3) Deskripsi tentang Invensi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b harus
mengungkapkan secara jelas dan
lengkap tentang bagaimana

Invensi tersebut dapat

dilaksanakan oleh orang yang
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ahli di bidangnya.
(4) Klaim atau beberapa klaim (4) A2ZFAc3re] T A
Invensi sebagaimana dimaksud HO = A3ge AHe iz
pada ayat (2) huruf ¢ harus st W g o diste] e
mengungkapkan secara jelas dan | 33l L3TE A 7)Ao oF 3},
konsisten atas inti Invensi, dan
didukung oleh deskripsi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Pasal 26 A26%
(1) Jika Invensi berkaitan (1) A a8a/E2e A
dengan dan/atau berasal dari A2 P QA ol E FrElE
sumber daya genetik dan/atau st e 4 Aol e
pengetahuan tradisional, harus SAAY g a/mE 2 =X 2]
disebutkan dengan jelas dan of =X E HWstal TAsHA A
benar asal sumber daya genetik | w3sFeoF st}
dan/atau pengetahuan tradisional
tersebut dalam deskripsi.
(2) Informasi tentang sumber (2) A1&e] FHAY T2e8a/%
daya genetik dan/atau = AEX A #ek A= AR
pengetahuan tradisional 7F 55k 34 7)ol &A%t
sebagaimana dimaksud pada =
ayat (1) ditetapkan oleh
lembaga resmi yang diakui oleh
pemerintah.
(3) Pembagian hasil dan/atau (3) A1&e] FHA z28a/%
akses pemanfaatan sumber daya | + HAEX]29] o] FfF 18
genetik dan/atau pengetahuan TE o]lg AL FdxY 2
tradisional sebagaimana A-EA 2 Eoke] HE g =
dimaksud pada ayat (1) A Z ko uel A A sk}
dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang—undangan
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dan perjanjian internasional di
bidang sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisional.

Pasal 27 A 27 %
Dalam hal Permohonan diajukan g els &3] AAHI}= =
melalui Kuasa, alamat Kuasa o] AL A25FA 1A ez W
sebagaimana dimaksud dalam gl FAE YUY AL
Pasal 25 ayat (1) huruf e ==
menjadi domisili Pemohon.

Pasal 28 A 28%F

Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang tidak bertempat
tinggal atau tidak berkedudukan
tetap di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
harus diajukan melalui Kuasanya
di Indonesia.

Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai
syarat dan tata cara pengajuan
Permohonan diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 30
(1) Permohonan dengan Hak
Prioritas harus diajukan dalam
waktu paling lama 12 (dua

A&vA]o} &3t=e F4 8 A

48 A opsh: E9¢le] A
A3 e AmvAo} Yl
2 Bato] AFhelok Fk.

A 29%

29 071 2 A% Ao B3
ARFAE FRE o Aa

A2

$09 7% 249

A 30z
(1) S80S 733 29
$HANE 12712 o] el 417
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belas) bulan terhitung sejak
tanggal prioritas.

(2) Selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25,
Permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus juga dilengkapi
dengan dokumen prioritas yang
disahkan oleh pejabat yang
berwenang di negara yang
bersangkutan.

(3) Dokumen prioritas yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang di negara yang
bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus
sudah disampaikan kepada
Menteri paling lama 16 (enam
belas) bulan terhitung sejak
tanggal prioritas.

(4) Jika syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) tidak dipenuhi
Pemohon, Permohonan dianggap
diajukan tanpa menggunakan
Hak Prioritas.

Pasal 31
Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24
sampal dengan Pasal 28 berlaku

(3) A2%e] ox}iq A3t 9

oh]

A
EE
e

b, A23, A3

6]— 7
oh]




Pemeriksaan Administratif

3444

Q) =iH @A KLIS stasziznel
secara mutatis mutandis
terhadap Permohonan yang
menggunakan Hak Prioritas.
Pasal 32 A32%
Ketentuan lebih lanjut mengenai | $AALS FAst= =Y 2139
Permohonan yang diajukan Bt ARFES FHaHoRE 4
dengan Hak Prioritas diatur skt
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga A 35-
Permohonan berdasarkan Traktat rEFPY=x o g &9
Kerja Sama Paten
Pasal 33 A33%
(1) Permohonan dapat diajukan (1) "Esgd =z}, o uet =
berdasarkan Traktat Kerja Sama | 4% 4 St}
Paten.
(2) Ketentuan sebagaimana (2) TESFIHAZXL o uE
dimaksud dalam Pasal 24 =Yl #Aslo] = A24FHH A
sampai dengan Pasal 28 berlaku | 28&7}A 9] 1AS F=&3t},
secara mutatis mutandis
terhadap Permohonan yang
berdasarkan Traktat Kerja Sama
Paten.
(3) Ketentuan lebih lanjut (3) TEFFIE R o u=
mengenai Permohonan yang = #ok M-S e
diajukan berdasarkan Traktat o2 A}
Kerja Sama Paten diatur dalam
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat A 4%
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Pasal 34
(1) Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan minimum
diberikan Tanggal Penerimaan
dan dicatat oleh Menteri.
(2) Persyaratan minimum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. data Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1);

b. data Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a
sampal dengan huruf e; dan

c. bukti pembayaran biaya
Permohonan.

(3) Dalam hal deskripsi tentang
Invensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b
ditulis dalam bahasa asing,
deskripsi wajib dilengkapi
dengan terjemahan dalam
bahasa Indonesia dan harus
disampaikan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak Tanggal
Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila deskripsi tentang
Invensi yang ditulis dalam
bahasa asing tidak dilengkapi
dengan terjemahan dalam
bahasa Indonesia sampai dengan

A)34%
(1) g3 H4& 8418 #&
= Edd= Fosta &5
ghet,
(2) A1l HAa 230 = o
w 4 37 2 XgEy

b. A25Z A28 AasF-E Ae
SRS = HH

239

A3gel 7%
2 7)%8 Wy QlEy|Aolo]

A25% A28 A bz ] W o

Aol ¢Fol % 7] &H 4
e
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batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
Permohonan dimaksud dianggap
ditarik kembali.

Pasal 35

(1) Dalam hal persyaratan dan
kelengkapan Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 belum lengkap,
Menteri memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon untuk
melengkapi persyaratan dan
kelengkapan Permohonan
tersebut dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal surat pengiriman
pemberitahuan oleh Menteri.
(2) Jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang paling lama 2
(dua) bulan.

(3) Jangka waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperpanjang
paling lama 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya jangka
waktu tersebut dengan dikenai
biaya.

(4) Untuk memperoleh
perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Pemohon

o -
=UeA AT =He a3y
MFE AT A TdR
B 370 olule] ztE AL A
Ho 2 FAg.

(2) A1 7172 2704 o]y
2 g 5
PPN
T

5 UhE ol dFE -

o)
A

(4) A23y} A3&e] 73t

ot7] fske] Sl Aol
A A2d A3ge] A% 7%t
ol TRHY] Aol of+E HF-T
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harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menter1
disertai alasan sebelum batas
waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau ayat (3) berakhir.
(5) Dalam hal keadaan darurat,
Pemohon dapat mengajukan
permohonan perpanjangan
jangka waktu selain
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) secara
tertulis disertai bukti pendukung
kepada Menteri.

(6) Menteri dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), paling lama 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya
jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36
Apabila Pemohon tidak
melengkapi persyaratan dan
kelengkapan Permohonan dalam
jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1), ayat (2), ayat (3),
dan/atau ayat (6), Menteri
memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon bahwa
Permohonan dianggap ditarik

A A E AZshelof wht.

(5) HIZgAHElS] 7

S48 e A

Z35 0 2m 23}

10
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kembali.

Pasal 37
(1) Jika terhadap satu Invensi
yang sama diajukan lebih dari
satu Permohonan oleh Pemohon
yvang berbeda dan pada tanggal
yang berbeda, Permohonan yang
diberi Tanggal Penerimaan lebih
dahulu yang dipertimbangkan
untuk diberi Paten.
(2) Jika beberapa Permohonan
untuk Invensi yang sama
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki Tanggal
Penerimaan yang sama, Menteri
memberitahukan secara tertulis
dan memerintahkan kepada para
Pemohon untuk berunding guna
memutuskan Permohonan yang
dipertimbangkan untuk diberi
Paten.
(3) Para Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib
melakukan perundingan dan
menyampaikan hasil
keputusannya kepada Menteri
dalam waktu paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan
Menteri.
(4) Dalam hal tidak tercapai
persetujuan atau keputusan di
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antara para Pemohon, tidak
dimungkinkan dilakukannya
perundingan, atau hasil
perundingan tidak disampaikan
oleh Pemohon dalam waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Menteri menolak
Permohonan yang diajukan oleh
beberapa Pemohon dengan
Tanggal Penerimaan yang sama
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(5) Menteri memberitahukan
penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara
tertulis kepada para pemohon.

Bagian Kelima
Perubahan dan Divisional
Permohonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 38
(1) Permohonan dapat dilakukan
perubahan atau divisional atas
inisiatif Pemohon dan/atau atas
saran Menteri.
(2) Perubahan atau divisional
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan
sebelum Permohonan diberi

AN EA] o s AL Z ol
He] Az A3ge 717k o
AZSA opd 44 gpe
o) Z91910] A28e] FAR
2994 Az 29 A4
o,

12




Q SR A @ M e

ret
H
IE
o
0
HL
i

keputusan persetujuan Paten.

Paragraf 2
Perubahan Permohonan

Pasal 39
(1) Permohonan dapat dilakukan
perubahan terhadap:

a. data Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b,
huruf e, dan/ atau huruf f;
dan/ atau

b. data Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e.

(2) Perubahan terhadap
deskripsi tentang Invensi dan/
atau klaim atau beberapa klaim
Invensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b
dan huruf ¢ dapat dilakukan
dengan ketentuan perubahan
tersebut tidak memperluas
lingkup Invensi yang telah
diajukan dalam Permohonan
terdahulu.

(3) Dalam hal perubahan
dilakukan dengan menambah
jumlah klaim dari Permohonan
semula, menjadi lebih dar1 10

(sepuluh) klaim maka terhadap

A2
=49 2A

A 39%

{

(1) v 2 ol sidst= At

of diste] RAT = 3
a. A25FA 18 A b=
aga/Ee Al =9 A

‘9‘)
H

. XJ]ZSZXJ]Zﬁ*XﬂlaiﬂWl‘%Ei
Xﬂeiﬁ}x] o] ¢ AH

ul

(2) A25ZFA28Abs Z Acs

o whey A el n/EE Wy

o] el " gL 1
HAo] ojn] o] AHH &
o] WHelE SHstA ol sk
oz 3

P
T 3

8
%

po) BTYE B
sah BTGl
7} e,
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kelebihan klaim tersebut dikenai
biaya.

(4) Jika Pemohon tidak
membayar biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
kelebihan klaim dianggap ditarik
kembali.

Pasal 40
(1) Selain perubahan terhadap
data Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1), Permohonan juga dapat
diubah dari Paten menjadi Paten
sederhana atau sebaliknya.
(2) Permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25,
dianggap diajukan pada tanggal
yang sama dengan Tanggal
Penerimaan semula.

Paragraf 3
Divisional Permohonan

Pasal 41
(1) Jika suatu Permohonan
terdiri atas beberapa Invensi
yang tidak merupakan satu
kesatuan Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(B

A40%
(1) A39xA1Fe] =9 AR
3k BA o9 Y& E357}
GES 2 AAEAY o g

o B9z WAT F Ak

2993}

=

A3

=49 £

A41%
o

o

~
—

N—

o o, [|r
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(3), Pemohon dapat mengajukan
divisional Permohonan.

(2) Divisional Permohonan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan secara
terpisah dalam satu Permohonan
atau lebih dengan ketentuan
bahwa lingkup pelindungan yang
dimohonkan dalam setiap
Permohonan tersebut tidak
memperluas lingkup pelindungan
yang telah diajukan dalam
Permohonan semula.

(3) Divisional Permohonan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), yang
telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, dianggap diajukan
pada tanggal yang sama dengan
Tanggal Penerimaan semula.
(4) Dalam hal Pemohon tidak
mengajukan divisional
Permohonan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan
Substantif atas Permohonan
hanya dilakukan terhadap
Invensi yang merupakan satu
kesatuan Invensi.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai

) 29 2Ee o9
Z9e 29 us W7} Az
L RIRSE LICE-REE
a4 opgsithe 200w 8
U EE T oo Feld]

] = I~
Al ek

AT,
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tata cara perubahan dan sk M F e FaHo = Ak
divisional Permohonan diatur =
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam A 65

Penarikan Kembali Permohonan =49 FHs3}

Pasal 43 A|43Z%
(1) Permohonan hanya dapat (1) o] ¥ 59 =
ditarik kembali oleh Pemohon A AARS g7 de ¢4
sebelum Menteri memberikan of gtalo] Y& HstE 5 3l
keputusan menyetujul atau t}.
menolak Permohonan.
(2) Penarikan kembali (2) A1 =9 Aot Z
Permohonan sebagaimana oA AHOoZ A3}
dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3) Ketentuan mengenai tata (3) =9 FHst AA}o &3+ 1
cara penarikan kembali Ao Ay o7 AT}
Permohonan diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh A 75-

Permohonan yang Tidak Dapat TFHHA olYd= ¢ 2 HdF

Diterima dan Kewajiban Menjaga @A 9%

Kerahasiaan

Pasal 44 A44%
(1) Menteri tidak dapat (1) Fa2 AAAMA 354
menerima permohonan yang = AR A S-S A
diajukan oleh pegawai SEAY sty dele= A B
Direktorat Jenderal Kekayaan 1 thgelo] oyt o] fFEE A
Intelektual atau orang yang A A A ARISE - 1 F

16




Permohonan sebagaimana

Q) =iH @A KLIS staszimgus
karena tugasnya bekerja untuk g A= AFAE FEHS
dan atas nama Direktorat AT,

Jenderal Kekayaan Intelektual,
atau Kuasanya hingga 1 (satu)
tahun sejak berhenti dengan
alasan apapun dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual.
(2) Setiap perolehan Paten atau | (2) A& A Y F5FH &= 2
hak yang berkaitan dengan T A2 A e flskAY
Paten bagi pegawai Direktorat hAlsl= A B 1 thg] el o]
Jenderal Kekayaan Intelektual oA gk o] f-2E A A A4 ol A
atau orang yang karena ALAEE > 1d ok HE3S B
tugasnya bekerja untuk dan atas | £ 53 = 53¢ #dHd A
nama Direktorat Jenderal g= dd S HATF AES o
Kekayaan Intelektual hingga 1 G2 HES HA9E AYsta=
(satu) tahun sejak berhenti 8 3}A| o} 3}
dengan alasan apapun dari
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, dinyatakan tidak sah
kecuali pemilikan Paten tersebut
diperoleh karena pewarisan.

Pasal 45 A45%
(1) Seluruh dokumen (1) e A= A7c =d949F
Permohonan, terhitung sejak H =9 /Y 714 8|2 &
Tanggal Penerimaan sampai A sl ot sl = Qlo] ofd HE
dengan tanggal diumumkannya H 2ol sl = o2 st}
Permohonan bersifat rahasia,
kecuali bagi Inventor yang tidak
bertindak sebagai Pemohon.
(2) Setiap Orang wajib menjaga | (2) F7EXA A13te] =4 A
kerahasiaan seluruh dokumen F A vEs AT o7t

AT

17
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dimaksud pada ayat (1).

(3) Inventor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
meminta salinan seluruh
dokumen Permohonan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan dikenai biaya.
(4) Inventor yang tidak
bertindak sebagai Pemohon
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melampirkan
pernyataan yang dilengkapi
dengan bukti yang cukup bahwa
yang bersangkutan adalah
Inventor dari Invensi yang
dimohonkan.

BAB IV
PENGUMUMAN DAN
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 46
(1) Menteri mengumumkan
Permohonan yang telah
memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.
(2) Pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7

370 R AAAAL

A15-

e

A46Z
(1) ZFHBL A25x9 FAHL
=3 9 3%
(2) A1ge] TN+ oo 2
o] YHE 187/¥o] At =

A ool A

(3) A18e] WHAE=E FEags
GREm A18e] 29 AE A
Aol TS aZL 5 v
(4) A|13+e] Zolo] o} b
BARE Alo] =d s A
g o] wzel d dee
Hate T A8 2E s
ME FAFstolof St
A 47

of

~ 1_01,

18




Q SR A @ M e

(tujuh) hari setelah 18 (delapan
belas) bulan sejak:
a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas dalam hal
Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas.
(3) Dalam hal tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan,
pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan paling cepat 6 (enam)
bulan sejak Tanggal Penerimaan
atas permintaan Pemohon
disertai dengan alasan dan
dikenai biaya.

Pasal 47
(1) Pengumuman dilakukan
melalui media elektronik
dan/atau media non—elektronik.
(2) Tanggal mulai
diumumkannya Permohonan
dicatat oleh Menteri.
(3) Pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
dapat dilihat dan diakses oleh
setiap Orang.

Pasal 48
(1) Pengumuman berlaku
selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal

A4T7Z

(1) 37/ AR wj A 28] 31/5%
« B AR} wjAE F5te] o,
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diumumkannya Permohonan.
(2) Pengumuman dilakukan
dengan mencantumkan:

a. nama dan kewarganegaraan
Inventor;

b. nama dan alamat lengkap
Pemohon dan Kuasa dalam
hal Permohonan diajukan
melalul Kuasa;

c. judul Invensi;

d. Tanggal Penerimaan atau
tanggal prioritas, nomor, dan
negara tempat Permohonan
yang pertama kali diajukan
dalam hal Permohonan
diajukan dengan Hak
Prioritas;

e. abstrak Invensi;

f. klasifikasi Invensi;

g. gambar, dalam hal
Permohonan dilampiri dengan
gambar;

h. nomor pengumuman; dan

1. nomor Permohonan.

Pasal 49
(1) Setiap Orang dapat
mengajukan pandangan dan/atau
keberatan secara tertulis kepada
Menteri dengan disertai alasan
atas Permohonan yang
diumumkan.
(2) Pengajuan pandangan

(2) 3= v 7 358 BF
53 o] A A sk}
a. xre] Aw 9 =%

e. T 8 OFA

f. &7 7

g. EHs HEole =99 A
9 =9

A)49%
(1) F7<A 27hE =l o
sto] Aol A Moz olf&
dystel oA A= aYa/Es
ol¢] A7IE & & Uk

(2) A1 o) a8]a/%E+=
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sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri paling
lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Menteri menggunakan
pandangan dan/atau keberatan,

Q) =iH @A KLIS stawzsu
dan/atau keberatan sebagaimana | ©]&+ 371 7]ZF o #3to]
dimaksud pada ayat (1) harus Hastofof gt
sudah diterima oleh Menteri
dalam jangka waktu
pengumuman.

(3) Dalam hal terdapat (3) A1 oA o/
pandangan dan/atau keberatan olo7} A= HAF FHS =Yl
sebagaimana dimaksud pada o Al dF o Zelal/E+ o]
ayat (1), Menteri o] A3k EHE 7d o]y
memberitahukan pandangan ol &A 3}

dan/atau keberatan tersebut

kepada Pemohon paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak

tanggal pandangan dan/atau

keberatan diterima.

(4) Pemohon dapat mengajukan (4) =YL A13te] oA 1
secara tertulis penjelasan, g al/iE= oo tgk A 1
dan/atau sanggahan terhadap YA/ HHEES #3389 FX
pandangan dan/atau keberatan ANE B GEE 309 ol

73. 13] i’-/-l—i_.
penjelasan, dan/atau sanggahan 3/ Hkakse 2 Zﬂ/\]/\} ‘:}74]4
sebagaimana dimaksud pada Jox s 2 ARESit)

ayat (1) dan ayat (4) sebagai
tambahan bahan pertimbangan
dalam tahap pemeriksaan

substantif.
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Pasal 50
(1) Jika suatu Invensi berkaitan
dengan kepentingan pertahanan
dan keamanan negara, Menteri
menetapkan Permohonan
terhadap Invensi tersebut tidak
diumumkan setelah
berkonsultasi dengan instansi
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pertahanan dan keamanan
negara.
(2) Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon
atau Kuasanya mengenai
penetapan Permohonan yang
tidak diumumkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dokumen Permohonan yang
tidak diumumkan yang
dikonsultasikan dengan instansi
Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1).
(4) Instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menjaga
kerahasiaan Invensi dan
dokumen Permohonan yang
dikonsultasikan.

of F/etA otysl= &9

(3) A|18e] AR7) 3} %9]8}
= AldszA1Ze) FAo fq

o= Fhrt
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Bagian Kedua A 25
Pemeriksaan Substantif 2 2| A A}
Pasal 51 A51%F
(1) Permohonan pemeriksaan (1) AAAAY] A= s
substantif diajukan secara E g5sla FHoA AHoR
tertulis kepada Menteri dengan 3=
dikenai biaya.
(2) Permohonan pemeriksaan (2) A18e] AANHALS] A=
substantif sebagaimana =ddFH 36704 o g,
dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 36 (tiga puluh
enam) bulan terhitung sejak
Tanggal Penerimaan.
(3) Jika permohonan (3) A1k 71k ol AA|A
pemeriksaan substantif tidak AL TS SHA ol AY
diajukan dalam batas waktu 55 9HokA oflgk A5 =49
sebagaimana dimaksud pada 2 FH3pgk Ao Hr
ayat (1) atau biaya untuk itu
tidak dibayar, Permohonan
dianggap ditarik kembali.
(4) Menteri memberitahukan (4) AAE& A28t Helz B
secara tertulis Permohonan — =95 =92 == gl
yang dianggap ditarik kembali A AHozw =43t
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Pemohon atau
Kuasanya.
(5) Apabila permohonan (5) A48zA|132] &7 7]13to]
pemeriksaan substantif TR 7] el A1 AAA
sebagaimana dimaksud pada AVE HFske AT AAAAE
ayat (1) diajukan sebelum 7 7)1Z7ko] FEHE Fof AA|g
berakhirnya jangka waktu =
pengumuman sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(1), pemeriksaan substantif
dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu pengumuman.
(6) Apabila permohonan
pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan setelah
berakhirnya jangka waktu
pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(1), pemeriksaan substantif
dilakukan setelah tanggal
diterimanya permohonan
pemeriksaan substantif
tersebut.

(7) Permohonan pemeriksaan
substantif terhadap divisional
Permohonan atau perubahan
Permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya harus
diajukan bersamaan dengan
pengajuan divisional
Permohonan atau perubahan
Permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya.

(8) Jika permohonan
pemeriksaan substantif tidak
diajukan bersamaan dengan
divisional Permohonan atau
perubahan Permohonan dari
Paten ke Paten sederhana atau
sebaliknya sebagaimana

(6) A48FA 132 F7) 7]7Fo]
TaH 39 ﬂllf‘i@ A A A A

g FTEE 45 AANAE 9
3 AL BT 52 Fol
A gk,

fﬁi}.

(8) /djﬂ/k]/\}g iqr['—oﬂ 0101 xﬂ
73] S olA dE5S Ei

I PR ¢ BE e =
2 B A A o
AS B gaEsn wi
g tgire] Y £ B E
d BAL Fsket Aeow .
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dimaksud pada ayat (7),
divisional Permohonan atau
perubahan Permohonan dari
Paten ke Paten sederhana atau
sebaliknya dianggap ditarik
kembali.

Pasal 52
(1) Pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan yang tidak
diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50,
dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal penetapan
Menteri mengenai tidak
diumumkannya Permohonan
yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 53
(1) Pemeriksaan substantif
dilaksanakan oleh Pemeriksa.
(2) Menteri dapat meminta
bantuan ahli dan/atau
menggunakan fasilitas yang
diperlukan dari instansi lain
untuk keperluan pemeriksaan
substantif.
(3) Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.

A52%&

(1) A50%2] F7HA op @
0] gg AAALE BE &
MelA] o gy g

,?/O_;TL

= o
o] AQLFH 6714 ol A
Al gkt

(2) A18re] AR ol = S5

27h F3EA ol g,

A53%
(1) AARAFE AApo] A
st

(2) e AE7tel A A<
Qg stAY AAAAR o
71E} 719 Q3 A E o]&

PN
T

S
=
ot

g 5 9

T

T

A

-

(3) A2
u st

/b ol

o L
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(4) Hasil pemeriksaan (4) A|33Fe] AE77} A A=
substantif yang dilakukan oleh A A ALl A= Aol A
ahli sebagaimana dimaksud pada | A]3l= AAF A3 U3k Ao
ayat (3) dianggap sama dengan = 2},
hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pemeriksa.

(5) Hasil pemeriksaan (5) A43}e] AAL A= F3
sebagaimana dimaksud pada o] FeS dojof gt
ayat (4) harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut (6) A3&e] AL7te] o4 4
mengenai tata cara dan syarat ZF 2@ Aol #ek M A
pengangkatan dan e o7 A},
pemberhentian ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54 A54ZF
Pemeriksaan substantif A A A= A 3ZA 1S, A4=x,
dilaksanakan berdasarkan AS5Z%, A7F, A%, A9=x, Al
ketentuan Pasal 3 ayat (1), 25ZA|138 W A48k, A26%,
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal A 39Z2A1 28, A40x 18] A
8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) A1Z9] A wel 2 A3
dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39
ayat (2), Pasal 40, dan Pasal
41.

Pasal 55 A|55%
(1) Dalam hal pemeriksaan (1) 43 =Y gt AAA
substantif dilakukan terhadap AHE AAEE A FHe =4
Permohonan dengan Hak ol /s AAE EA o
Prioritas, Menteri dapat 7F B 7)EF =71 S ANE
meminta kepada Pemohon o t& 7 & F o= s}
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dan/atau kantor Paten di negara MNFres B A& 27T

asal Hak Prioritas atau di negara
lain mengenai kelengkapan
dokumen berupa:

a. salinan sah surat yang
berkaitan dengan hasil
pemeriksaan substantif yang
dilakukan terhadap
permohonan Paten yang
pertama kali di luar negeri;

b. salinan sah dokumen Paten
yang telah diberikan
sehubungan dengan
permohonan Paten yang
pertama kali di luar negeri;

c. salinan sah keputusan
mengenai penolakan atas
permohonan Paten yang
pertama kali di luar negeri
dalam hal permohonan Paten
dimaksud ditolak;

d. salinan sah keputusan
penghapusan Paten yang
pernah dikeluarkan di luar
negeri dalam hal Paten
dimaksud pernah dihapuskan;
dan/atau

e. dokumen lain yang
diperlukan.

(2) Penyampaian salinan
dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disertai
tambahan penjelasan secara

a. ool N Az AN 5
8 Ao thate] AAE A
AR Aol BEE FEA
52

b FelolA Hzw 58 4%

o] Hol®l 53 MF SR

c. AT 53¢ Aol AHH
35 = ololl A WA A

-

of g Ad 2A

o
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terpisah oleh Pemohon.

(3) Dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan sebagai dasar
pertimbangan Menteri dalam
memberikan keputusan
menyetujul atau menolak
Permohonan dengan Hak
Prioritas.

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai
syarat dan tata cara
pemeriksaan substantif diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB YV
PERSETUJUAN ATAU
PENOLAKAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57
Menteri memberikan keputusan
untuk menyetujul atau menolak
Permohonan paling lama 30
(tiga puluh) bulan terhitung
sejak:
a. tanggal diterimanya surat
permohonan pemeriksaan
substantif apabila

permohonan pemeriksaan

(3) A& Mi= 44 =
= W

257}

A9 A4 E= AH

27
= H 3o Fel wdt

P
g 4 9

A)563

a. AAAALS] A7

-1

i
TR Fo o] Fof A

AAAAY B A
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substantif diajukan setelah
berakhirnya jangka waktu
pengumuman, atau

b. berakhirnya jangka waktu
pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) apabila permohonan
pemeriksaan substantif
diajukan sebelum
berakhirnya jangka waktu
pengumuman.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 58
(1) Menteri menyetujui
Permohonan, jika berdasarkan
hasil pemeriksaan substantif,
Invensi yang dimohonkan Paten
memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.
(2) Dalam hal Permohonan
disetujui, Menteri
memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasa
bahwa Permohonannya diberi
Paten.
(3) Dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal surat
pemberitahuan diberi Paten,
Menteri menerbitkan sertifikat

b. AAHALS] AF7F &K 7]

A28

ol

A)58%
(1) 3 HAAAAe] A
et 53 E&Ust drgo] A|54x
of THS TFle A5 =9
Sikia=d
(2) 53 & <3t 45 T
< AT 5371 FoHAT =
4 == gEdoA AHe s
A gkt
(3) 535 FoAgth= TAA
S s G5 E 2719 o
FHe 555S gt

i FE Ao o]Folx A
A48FA 18] FA 7]7F0)

—Z
Ta5H <
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Paten.

(4) Pemohon tidak dapat (4) 902 =95 H3sA
menarik kembali Permohonan L A33ke] 7] o] dvg
atau melakukan perbaikan ATHAE AAT 4 gloh

deskripsi dan klaim dalam
jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Paten yang telah diberikan (5) v % =7} 9tH 9 o] 3
dicatat dan diumumkan, kecuali A7} A= EJE ALstar o
Paten yang berkaitan dengan v Hojy Ed= T2Ha &)

kepentingan pertahanan dan Hr}.
keamanan Negara.
(6) Menteri dapat memberikan

petikan atau salinan dokumen (6) FHe FrEs FHsin
Paten kepada pihak yang st AR A E3AF =
memerlukannya dengan dikenai B Oos S AFd 4 Y
biaya.

Pasal 59 A|59=
(1) Sertifikat Paten merupakan 1) 535152 535 dst Az
bukti hak atas Paten. 5 S,
(2) Hak atas Paten sebagaimana | (2) A|189] E3d-S H+H4
dimaksud pada ayat (1) of A At WYy FAZ 1
ditentukan lingkup B3 Wyl AA-9)

perlindungannya berdasarkan
Invensi yang diuraikan dalam

klaim.
(3) Hak atas Paten sebagaimana | (3) A|1&3} #|23}te] E5]HE
dimaksud pada ayat (1) dan A 54|t}

ayat (2) merupakan benda
bergerak tidak berwujud.
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Pasal 60 A60ZF
Pelindungan Paten dibuktikan 58 Hovs SUdiY AF3)
dengan dikeluarkannya sertifikat | o &3 E5=L WIFso=z
Paten yang berlaku surut sejak ZSIE: R =
Tanggal Penerimaan.

Pasal 61 A61%F
(1) Pemegang Paten atau (1) E3dA == g8l &
Kuasanya dapat mengajukan 5|5 ada/Ee 1 HEAFY
permohonan perbaikan secara AHoAM oF/FE WA 4
tertulis kepada Menteri dalam Hol Al MHo R AA AHES T
hal terdapat kesalahan data pada | <+ 1t}
sertifikat Paten dan/atau
lampirannya.
(2) Dalam hal kesalahan data (2) 55159 AR 2771 =9
pada sertifikat Paten merupakan | ¢19] #}21Q1 749 #1382 &35
kesalahan Pemohon, = AA A T FuE
permohonan perbaikan sertifikat | T}.
Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai biaya.
(3) Dalam hal kesalahan data (3) 55159 AR 277l =9
pada sertifikat Paten bukan Q1o o] ol 9 A|13te]
merupakan kesalahan Pemohon, E5S A MHd= 5Tt
maka permohonan perbaikan By %] oy sty
sertifikat Paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak
dikenai biaya.
(4) Perubahan data (4) A13&+e] dH BALS F3
sebagaimana dimaksud pada o] =3t FIN E3 AR
ayat (1) berupa perubahan nama AW I8 i/EEs F4o HAS
dan/atau alamat Pemegang Eigeiae
Paten dicatat dan diumumkan
oleh Menteri.
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tanggapan dan/atau memenubhi
ketentuan sebagaimana
tercantum dalam surat
pemberitahuan paling lama 3

Q) =iH @A KLIS staszimgus
(5) Ketentuan mengenai syarat | (5) A|1ge] AH BAY 55 &
dan tata cara pencatatan 7 2 Axpe] #Ask A A
perubahan data sebagaimana oo g A3},
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga A| 35
Penolakan A4
Pasal 62 A62%
(1) Dalam hal Pemeriksa (1) 539 st 2ol A
melaporkan bahwa Invensi yang 54% 0] TFAL ==3}A] o}y 3}
dimohonkan Paten tidak ATt Aol B astE A9
memenuhi ketentuan T =9 == dig oA
sebagaimana dimaksud dalam T FAS 2= S AHo=E
Pasal 54, Menteri & A gkt
memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya
guna memenuhi ketentuan
dimaksud.
(2) Pemberitahuan sebagaimana &= (2) #|13}e] Ex|o+&= e 7}
dimaksud pada ayat (1) SE L5 xgsit)
mencantumkan:
a. ketentuan yang harus a. WHEA] ZFHA| Ak SF= f
dipenuhi; dan A
b. alasan dan referensi yang b, AA| A AR E = o]
digunakan dalam 2 28 £
pemeriksaan substantif.
(3) Pemohon harus memberikan = (3) &Y TAAME B G

FE 370 oltell oAM=
YA/ Al AR At

Ag FHaeor Bt
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(tiga) bulan terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan.
(4) Jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat
diperpanjang untuk waktu paling
lama 2 (dua) bulan.

(5) Jangka waktu perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diperpanjang
paling lama 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya jangka
waktu dimaksud dengan dikenai
biaya.

(6) Untuk memperoleh
perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5), Pemohon
harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri
sebelum batas waktu
perpanjangan dimaksud
berakhir.

(7) Dalam hal terjadi keadaan
darurat, Pemohon dapat
mengajukan permohonan
perpanjangan selain
sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) secara
tertulis disertai bukti pendukung
kepada Menteri.

(8) Menteri dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada

(4) A3l 7|7k

Z A58+ 9

2714 o

(5) A48l AA 717+
722 JH3 3 I 7|7te] 28
¥ 3 1Y olyg AAs
ATH.

(6) A48 2 A538+e] 77+ 4
Fe fstel AU AT A%
718ko] E8H 7] Aol Aol A
Mo R 4173

(7) HALEN L B S
A91e kol Al HRO o]
g %ehel A4%} A5
%

=]
L=
O
9 o] AA AHS T S

=

=
o

T

o
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Q) =iH @A KLIS stasziznel
ayat (7) paling lama 6 (enam)
bulan setelah berakhirnya
jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).
(9) Jika Pemohon memberikan (9) &=¢<lo] s A=st3
tanggapan tetapi tidak O} A 38, A48}, A58 17
memenuhi ketentuan /5= A8Ee] ] el EA]
sebagaimana tercantum dalam Aol WAlE A4S 55 O}X] o}
surat pemberitahuan dalam sk 4% ZAae 2714 o]y
jangka waktu sebagaimana ZHUANA =9 AdsH
dimaksud pada ayat (3), ayat Mo 7 FX| st
(4), ayat (5), dan/atau ayat
(8), Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon
bahwa Permohonan ditolak
dalam waktu paling lambat 2
(dua) bulan.
(10) Jika Pemohon tidak (10) =<<lo] A|33, A48, A
memberikan tanggapan 5% 18] a/%+ A|8ste] 7|7k

sebagaimana tercantum dalam
surat pemberitahuan dalam
jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), ayat (5), dan/atau ayat
(8), Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon
bahwa Permohonan dianggap
ditarik kembali dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 63
(1) Dalam hal terhadap
Permohonan dilakukan

O

ol FX] Aol WAE 2 oA
< AABHA] ol g A5 e
2704 oluje &<l 01]741 =9
S FHE3 Aeg o Ao
2 A g

J

A|63%
(1) =95 2gdas= 49 A
S s 4 29 ISt A5
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divisional, Menteri menolak:

a. divisional Permohonan yang
pengajuannya melampaui
batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2);

b. klaim atau beberapa klaim
yang memperluas lingkup
pelindungan dalam divisional
Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2);

c. Invensi yang tidak
merupakan satu kesatuan
dari Permohonan semula.

(2) Dalam hal Permohonan
ditolak, Menteri
memberitahukan penolakan
dimaksud secara tertulis
disertai alasan dan
pertimbangan yang menjadi
dasar penolakan kepada
Pemohon atau Kuasanya.

o] 5 AHHAg}.
a. A|38x%A|238}e

b. A41z2A|238te] &= Ho
A BS HYE A= A

)

35




